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ABSTRAK

Problematika ketenagakerjaan sepanjang masa selalu memunculkan
permasalahan baru, dari masalah perlindungan, pengupahan, kesejahteraan dan
pengawasan ketenagakerjaan. Di antara masalah tersebut salah satu yang sangat
krusial adalah masalah pengupahan. Jumlah upah yang diinginkan para
pekerja/buruh sering kali bertentangan dengan kehendak perusahaan, seandainya
pemerintah tidak campur tangan pasti sebuah tatanan masyarakat terutama dalam
bidang ekonomi akan dikuasai oleh kapitalis. Jalan yang ditempuh untuk
menjamin agar upah tetap pada tingkat yang diinginkan pekerja/buruh dan
pengusaha, maka terbit aturan tentang upah minimum. Konsep upah minimum
tersebut dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan pekerja/buruh. Melalui
aturan tersebut diharapkan upah pada tingkatan yang layak dapat terjaga. Dalam
Islam memandang upah adalah hal yang sangat penting karena masuk dalah ranah
daruriyat. Dalam upah, Islam selalu menjunjung tinggi akad atau kesepakatan
antara pekerja/buruh dan majikan, namun sebagai pihak yang lebih kuat majikan
dilarang memberi upah yang tidak dapat mencukupi minimal kebutuhan
pokoknya. Ukuran upah yang bisa dikatan layak mencakup berbagai aspek, bukan
sekedar jumlahnya, tetapi ada aspek lain yang tidak kalah penting. Untuk itu perlu
adanya pembahasan yang komprehensif dalam menjelaskan upah yang layak.

Dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dan bersifat
deskriptif yang bertujuan membandingkan antara hukum positif dan hukum Islam
tentang standar upah yang layak. Data yang digunakan berupa ketentuan undang-
undang dan peraturan menteri dan buku-buku tentang standar upah yang layak.
Data tersebut kemudian dibandingkan dengan dalil al-Qur’an dan hadis serta
pendapat ulama dan buku-buku tentang standar upah yang layak. Maka terlihat
bagaimana standar upah yang layak dari kedua hukum tersebut.

Dari hasil penelitian ini terdapat perbedaan antara hukum positif dan
hukum Islam tentang standar upah yang layak untuk pekerja/buruh. Dalam hukum
positif ukuran nominal upah yang dikategorikan layak adalah dengan melihat
regulasi upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah, karena upah tersbut
diterbitkan berdasarkan komponen hidup layak. Jadi upah yang layak dapat
diartikan upah yang dapat menembus atau mencukupi komponen hidup layak.
Sedangkan dalam hukum Islam upah layak dapat diukur dengan melihat tiga hal,
yaitu nilai upah, bentuk upah dan ketepatan waktu dalam membayar upah. Jika
ketiga hal tersebut tidak dipenuhi maka upah nilai kelayakan upah akan
berkurang, bahkan hilang.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 157/1987 dan

0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf latin Keterangan
J Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
-] Ba' B Be
<o Ta' T Te
& sa' S Es dengan titik di atas
z Jim J Je
z Ha' H Ha dengan titik di bawah
'C Kha' Kh ka dan ha
3 Dal D De
S Zal Z Zet dengan titik di atas
B Ra' R Er
) Zai V4 Zet
U Sin S Es
5% Syin Sy es dan ye
P Sad S Es dengan titik di bawah
P Dad D De dengan titik di bawah
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b Ta' T Te dengan titik di bawah
L za' Z Zet dengan titik di bawah
¢ 'Ain o Koma terbalik di atas
i Gain G Ge
- Fa' F Ef
S Qaf Q Qi
4 Kaf K Ka
J Lam L El
¢ Mim M Em
o Niin N En
9 Waw W We
2 Ha' H Ha
s Hamzah v Apostrof
S Ya' Y Ye
B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap
(panie ditulis muta ‘aqqidin
Bac ditulis iddah
C. Ta' marbitah di akhir kata
1. Bila dimatikan, ditulis h:
da ditulis hibah
EEREN ditulis jizyah




(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya,
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h:

sl g¥) dal_S Ditulis karamah al-auliya’

3. Bila t@’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis:

Lkl 38 Ditulis Zakah al-figri

D. Vokal Pendek

.......... Kasrah ditulis [
__________ fatkah ditulis a
__________ damah ditulis u

E. Vokal Panjang

fathah + alif ditulis A
Aala ditulis Jahiliyyah
fathah + ya' mati ditulis a
o ditulis yas‘a
kasrah + ya' mati ditulis 1
mS ditulis karim




dammah + wawu mati ditulis 0

oA ditulis funid

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati ditulis Al
aSin ditulis bainakum
fathah + wawu mati ditulis au
Ja ditulis Qaulun

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof
Al ditulis a'antum
e ditulis u'iddat
a3 K& Al ditulis la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

oAl ditulis al-Qur' an

o= Lall ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el)nya.

elad) ditulis as-Sama’

(uadd) ditulis asy-Syams

Xi




. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang

Disempurnakan (EYD).

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

s Al (550 ditulis zawi al-funid

daddl Jal ditulis ahl as-sunnah
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KATA PENGANTAR

Al ) Al aney
Sl & Shis Y1, Gkl e Jsnie JS ¢ liall Jeldl cuil aglll claass
gl g A el i Y sas 5 Al W) Al Y () agil e S gl s Coeliaa s cclani 3 e
U ams Clo pall s oLl Gl e a3ldlg sobally Al gu s s laasa O
S Ll el alaal g4l e g aana

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang Maha Rahman lagi Rahim, yang
dengan karunia dan kasih-sayang-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengupahan merupakan masalah yang sangat krusial dalam bidang
ketenagakerjaan bahkan apabila tidak profesional dalam menangani tidak
jarang akan menajadi potensi perselisihan serta mendorong timbulnya mogok
kerja dan unjuk rasa. Penanganan pengupahan ini tidak hanya menyangkut
aspek teknis dan aspek ekonomis saja, tetapi juga aspek hukum yang menjadi
dasar bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan pengupahan itu dilaksanakan
dengan aman dan benar berdasarkan regulasi pemerintah yang berlaku. Oleh
sebab itu, untuk menangani pengupahan secara profesional mutlak
memerlukan pemahaman ketiga aspek tersebut secara komprehensif.*

Aspek ekonomis bidang pengupahan lebih melihat kepada kondisi
ekonomi baik secara makro maupun mikro, yang secara oprasional kemudian
mempertimbangkan bagaimana kemampuan perusahaan pada saat nilai upah
akan ditetapkan, juga bagaimana melihat kinerja karyawan di lapangan
sehingga kenaikan upah minimum untuk pemenuhan kebutuhan hidup
pegawai bisa disepakati kedua belah pihak.? Persoalan upah buruh yang
senantiasa tidak mencukupi kebutuhan, mendorong Serikat buruh/serikat

pekerja melakukan serangkaian perjuangan untuk memperbaiki kondisi

'Abdul Khakim, Aspek Hukum Pengupahan. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006),
him. 1.
? Ibid.



pengupahan yang berlaku saat ini.Perjuangan ini di lakukan baik dalam forum
dewan pengupahan maupun melalui aksi unjuk rasa menuntut perbaikan upah
dan kesejahteraan buruh.

Dalam menetapkan upah/gaji tentu mempunyai dasar pertimbangan,
dilihat dari keadaan ekonomi maupun sosial dan faktor-faktor lain yang
berpengaruh. Dasar pertimbangannya dalam menetapkan upah agar
tercapainya kelayakan hidup pekerja/buruh yaitu:

1. Sebagai wujud pelaksanaan pancasila, UUD 45 dan GBHN (garis-garis
besar haluan Negara) secara nyata

2. Agar hasil pembangunan tidak hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat
yang memiliki kesempatan, tetapi perlu menjangkau sebagian besar
masyarakat berpnghasilan rendah dan keluarganya

3. Sebagai satu upaya pemerataan pendapatan dan proses penumbuhan kelas
menengah

4. Kepastian hukum bagi perlindungan dan hak-hak dasar buruh beserta
keluarganya

5. Sebagai indikator perkembangan ekonomi perkapita.®

Upah yang tertuang dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003
secara umum menjelaskan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang
diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang. Berbicara mengenai kelayakan
upah tentu tidak bisa dipisahkan dengan sistem upah minimum, yang pada

substansinya adalah bertujuan agar pekerja mendapat jaminan kebutuhan

¥ Muhamad Darwis, “Upah Minimum Regional Perbandingan Hukum Positif Indonesia
dengan Islam, Hukum Islam, No.1, VVol. XI (Juni 2011), him.108.



hidup yang layak dan perlakuan yang adil dari para pengusaha, seperti yang
tercantum dalam Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi NO. 1
Tahun 2013 Pasal 1 ayat (1), bahwa Upah Minimum adalah: “Upah bulanan
terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap yang
ditetapkan gubernur sebagai jaring pengaman”. Upah tersebut bertujuan untuk
melindungi pekerja yang berpendidikan rendah, pekerja yang tidak
mempunyai keterampilan atau pekerja lajang yang masa kerjanya kurang dari
satu tahun.* Standar kelayakan upah bukan hanya dilihat dari seberapa besar
jumlah upah yang diberikan tetapi juga melihat sistem yang berlaku,
contohnya pembayaran tepat waktu, bentuk atau komponen upah..

Pengertian upah layak dapat ditelusuri dalam undang-undang
Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 menyatakan: “setiap pekerja/buruh
berhak memperoleh penghasilan untuk memenuhi penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan.” Kemudian dalam ayat lainnya menyatakan “Untuk
mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan
kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.®Sejalan dengan
ketentuan tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan

upah minimum, tertuang dalam PERMENAKERTRANS NO. 7 Tahun 2013.

*Edytus Adisu, Hak Karyawan Atas Gaji dan Pedoman Menghitung«(Jakarta: Forum
Sahabat, 2008), him.57.

® pasal 88 Ayat (1).

® pasal 88 Ayat (2).



Kelayakan upah sering kali dilihat pada jumlah uang/barang yang
diberikan padahal kesejahteraan pekerja/buruh tidak hanya menyangkut hal-
hal yang bersifat fisik, seperti upah, tunjangan, fasilitas transportasi atau
makan tetapi juga menyangkut hal-hal yang bersifat non fisik, seperti suasana
tempat Kkerja, atasan dan rekan-rekan yang bersahabat serta sistem aturan
dalam perusahaan atau pemerintah. Apakah standar kelayakan upah yang
diterapkan di Indonesia sudah sesuai secara meyeluruh untuk kebutuhan fisik
dan non fisik bagi pekerja? Tentu diperlukan pembahasan yang lebih
komprehensif dan melihat sistem yang digunakan untuk menjawab persoalan
tersebut dengan melihat peraturan pemerintah yang berlaku.

Upah dalam Islam juga menyangkut dengan sistem ekonomi Islam
yang berdasarkan pada ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak pada Allah dan
berorientasi pada kehidupan akhirat. Hal yang membedakan sistem ekonomi
Islam dengan sistem ekonomi manapun, adalah antara ekonomi dan akhlak
tidak terpisah sama sekali seperti halnya antara ilmu dan akhlak, politik dan
akhlak, perang dan akhlak. Akhlak adalah urat nadi dan daging kehidupan
Islami.

Pembahasan tentang upah dalam Islam secara umum masuk dalam
ranah Jjarah yaitu sewa menyewa dalam arti menyewa tenaga atau jasa
seorang pekerja. Adapun untuk penentuan upah, berapakah jumlahnya?
Rujukan awal adalah kesepakatan antara kedua belah pihak. Tetapi tidak

sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad kontrak (pengusaha) untuk



mengeksploitasi pekerja dengan memberikan upah yang tidak layak atau di
bawah strandar.”
Dalam sebuah ayat al-Qur’an dijelaskan:
1588 Jas Nl 08 Oy Ogale ) gRaall G gLl Vg aSaa g (4 aliSw Eua (4 (A sl
pmlad ) g g ray aSi 1 g el g G gal (a sl oS caiia i B Ggles (s ogle
8. A Al g yiid
Pada ayat di atas memerintahkan tentangmem bayar kompensasi atas
jasa, bahkan atas jasa menyusui, tentang berapakah nominalnya atau besaran
upah yang diberikan hendaknya disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat
tersebut.
Kemudian dalam Hadis sebuah dikatakan:
48 e Ciag of Jib o al s I gk
Pada hadis tersebut dijelaskan bahwa seorang harus membayar pekerja
secepat mungkin tanpa ditunda-tunda dengan berbagai alasan, sistem
penyegeraan pembayaran upah adalah termasuk dalam pengupahan yang
layak dilihat dari cara pemberiannya, tentu dengan catatan pekerjaan yang
telah diamanatkan juga segera ditunaikan dan diselesaikan. Secara umum

kedua dalil di atas menjelaskan bagaimana islam mengatur pengupahan

" Yusuf Qardawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, alih bahasa Didin
Hafidhuddin dkk., cet. Ke-1: (Jakarta: Robbani Press, 1997) , him. 57.

8 At-Talaq (65): 6.

% Ibnu Majah, Sunan Ibn Majah, ‘Kitab al-Ahkam’ ‘Bab ajru al-ujra’, Hadis Nomor 2434,
(Beirut: Dar al-Fikr, t. t.), 1l: 817.



sedemikian rupa untuk melindungi pekerja atau buruh dari tindakan yang
sewenang-wenang, serta mendapat upah yang layak berdasarkan kesepakatan.

Secara ringkas Islam menekankan tentang sistem pengupahan dengan
kontrak antara kedua belah pihak, sehingga asas keadilan yang dijunjung
tinggi Islam dapat terlaksana, semua saling rela tanpa ada paksaan dari salah
satu pihak, kemudian Islam juga mengajarkan supaya membayar upah secepat
mungkin, karena masing-masing pekerja tidak tahu kebutuhan hidupnya,
maka pengusaha agar segera membayar haknya. Kemudian bagaimana
rambu-rambu pengupahan yang layak secara menyeluruh yang diatur dalam
Islam? Tentu diperlukan pembahasan yang mendalam dengan sudut pandang
dalil-dalil dari hadis dan al-Qur’an dan kaidah-kaidah ushul figh.

Untuk mempertahankan suatu standar upah yang layak, Islam telah
memberikan kebebasan sepenuhnya atas mobilisasi tenaga kerja, cara kedua
yang dianjurkan oleh Islam dalam menstandarisasikan upah diseluruh negeri
adalah dengan membebaskan sepenuhnya kepada pekerja untuk memilih jenis
pekerjaan yang diinginkan.°

Permasalah upah bukan sekedar dilihat dari nominalnya saja, masih
ada hal lain yang penting untuk diperhatikan seperti waktu pembayaran serta
komponen upah. Begitu juga dengan kelayakan upah harus melihat
mekanisme penetapannya. Maka penyusun tertarik membahas permasalah ini

dengan melihat bagaimana upah yang layak dalam hukum positif dan hukum

YAfzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, alih bahasa Nastangin dan Soeroyo,
(Jakarta:Dana Bhakti Wakaf, 1995), him. 383.



Islam? lalu sudah sesuaikan aturan pemerintah tentang standar upah yang

layak dengan hukum Islam.?

B. Pokok Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, dapat diambil pokok
masalah yang menarik yaitu:
1. Seperti apa standar upah yang layak dalam hukum positif dan hukum
Islam.?
2. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan standar upah yang layak dalam
hukum positif dan hukum Islam.?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
a. Menjelaskan dan menggambarkan standar upah yang layak dalam
hukum positif dan hukum Islam.
b. Membandingkan standar upah yang layak dalam hukum positif dan
hukum Islam serta masing-masing persamaan dan perbedaanya.
2. Kegunaan Penelitian
a. Memberi kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan
untuk peneliti dan pembaca tentang standar pengupahan yang layak

secara syari’ah dan konvensional.



b. Bermanfaat bagi masyarakat umum sebagai penjelas dan pemberi
keterangan mengenai upah yang sesuai atau layak menurut hukum

islam dan hukum positif.

D. Telaah Pustaka

Kajian pustaka menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menunjang
dalam mengumpulkan sumber-sumber data sebagai penjelas terhadap
permasalahan yang dibahas.Sejauh ini penyusun telah menelusuri literature
yang sesuai dengan penelitian, ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan
dengan upahyaitu: Buku karya Yusuf Qardhawi yang berjudul “Peran Nilai
dan Moral dalam Perckonomian Islam” salah satu bab dalam buku itu
membahas mengenai tata cara pengupahan yang baik berdasarkan ajaran
Islam.

Adapun skripsi oleh Subur yang berjudul “Tinjauan Umum terhadap
Penetapan Upah Minimum PERMENAKERTRANS Nomor PER-
17/VIII/2005 (Studi terhadap Pasal 2 ayat (1) dan ( 2)”. Dalam penelitian ini
memfokuskan pada pengkajian peraturan menteri nomor 17 tahun 2005
tentang komponen hidup layak di Indonesia yang menentukan dalam
menetapkan upah minimum.**

Skripsi karya Deni Nuryani yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam

Terhadap Penangguhan Upah Minimum Dalam Hukum Positif” Pada skripsi

! Subur,“Tinjauan Umum Terhadap Penetapan Upah Minimum PERMENAKERTRANS
Nomor  PER-17/VIII/2005 (Studi Terhadap Pasal 2 ayat (1) dan ( 2)”. Skripsi fakultas Syari’ah
program studi Muamalat UIN sunan kalijaga Yogyakarta, 2009.



ini membahas mengenai sudut pandang hukum Islam tentang upah minimum
yang pembayarannya ditangguhkam atau ditunda larena beberapa faktor.*

Muhamad Mustofa dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum
Islam terhadap Penetapan Upah Minimum Pasal 1 Ayat (1) dan(2) dalam
PERMENAKERTRANS Nomor: PER-17/MEN/VIII/2005.”** Dalam skripsi
ini meninjau pasal 1 ayat (1) dan (2) tentang Kewajiban memenuhi kebutuhan
hidup layak pekerja/buruh dan struktur penetapan upah minimum.

Utlihati Furosatun skripsinya yang berjudul “Studi Komparatif antara
Upah menurut Sistem Ekonomi Islam dan Konvensional” skripsi ini
membahas konsep upah secara umum menurut ekonomi Islam dan
konvensional, menjelaskan persamaan dan perbedaannya.**

Syamsudin dalam skripnya yang berjudul “Upah dalam Kitab al-Umm
asy-syafi’i, studi Terhadap Relevansi SK Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta, dalam skripsi tersebut bermaksud membandingkan kesesuaian

upah menurut kitabnya Imam asy-Syafi’i dan SK gubernur yogyakarta.*

'2 Deni Nuryani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penangguhan Upah Minimum dalam
Hukum Positif”’, Skripsi Fakultas Syari’ah jurusan Muamalat Universitas Negeri Sunan Kalijaga,
Yogyakarta, 2008.

3 Muhamad Mustofa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Minimum
Pasal 1 Ayat (1) dan(2) dalam PERMENAKERTRANS Nomor: PER-17/MEN/VIII/2005”, Skripsi
Fakultas Syari’ah jurusan Muamalat Universitas Negeri Sunan kalijaga. Yogyakarta, 2009.

1 Utihatli Furosatun, “Studi Komparatif antara Upah menurut Sistem Ekonomi Islam dan
Konvensional”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006.

1> Syamsudin, “Upah dalam Kitab al-Umm asy-syafi’i, studi Terhadap Relevansi SK
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta no 218 Tahun 20057, skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2009.
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Buku karya Abdul Khakim yang berjudul “Aspek Hukum
Pengupahan” pada buku tersebut menjelaskan tentang seluk beluk
pengupahan di Indonesia berdasarkan UU Nomor 13 tahun 2003.

Setelah meninjau beberapa Pustaka, bahwa belum ada karya yang

membahas mengenai perbandingan standar kelayakan upah perspektif
hukum Islam dan hukum positif secara komprehensif dan meyeluruh.

E. Kerangka Teoretik

Dalam penyusunan skripsi supaya lebih tepat dan terarah dengan
baik, maka sangat penting untuk memaparkan kerangka teoritik yang
berguna untuk mencari solusi permasalahan yang akan dibahas.

1. Tentang Standar Kelayakan Upah di Indonesia

Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam
bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja pada
pekerja/buruh yang ditetapkan dan dinyatakan menurut suatu perjanjian
kerja, kesepakatan, peraturan pemerintah, termasuk tunjangan bagi pekerja
dan keluarganya atas suatu pekerjaan.Ini membuktikan bahwa hak pekerja
telah diatur dalam perjanjian dan peraturan perundang-undangan juga
mempertimbangan bagi pekerja yang sudah berkeluarga untuk memberi
upah yang layak. Hasil amandemen Undang-Undang 1945 dikakatan

bahwa
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“Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan

yang layak bagi kemanusiaan.

Telah disebutkan dengan sangat jelas dalam undang-undang dasar
tersebut, bahwa seluruh waga negara indonesia berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak dan sejahtera dari pemerintah, menjadikan
undang undang itu sebagai pondasi utama utuk memelihara warganegara
Indonesia khusunya mendapat pekerjaan dan upah yang sesuai.

Sedangkan upah yang layak adalah suatu standar minimum yang
digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan
upah kepada pekerja, Karena masing-masing provinsi standar hidup
layaknya berbeda maka ada istilah upah minimum provinsi, upah
minimum kabupaten/kota dan upah sektoral. Sedangkan dalam peraturan
menteri tenaga kerja dan transmigrasi NO. 7 Tahun 2013 memberi
keterangan dan landasan hukum tentang upah minimum sebagai acuan
para pengusaha dalam pengupahan dan digunakan sebagai sistem
pengupahan untuk buruh yang masa kerjanya singkat dan keterampilanya
di bawah standar. Pada peraturan menteri tersebut bermaksud supaya
pekerja mendapat jaminan upah yang layak dan diperlakukan secara adil
oleh para pengusaha.

Secara umum standar kelayakan upah diatur dalam dua pertauran

pemerintah sebagai pondasi utama yaitu: PERMENAKERTRANS No. 13

16 pasal 27 Ayat (27).
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Tahun 2012 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian
Kebutuhan Hidup Layak, yaitu sebagai aturan dan pedoman untuk
menghitung kebutuhan seorang pekerja dalam kurun waktu satu bulan,
yang disesuaikan dengan keadaan ekonomi pasar. Kemudian
PERMENAKERTRANS No. 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum,
setelah standar kelayakan hidup seorang buruh/pekerja dapat diketahui
maka selanjutnya adalah menetapkan besaran jumlah upah terendahnya.

2. Tentang Standar Kelayakan Upah dalam Islam

Standar kelayakan upah adalah suatu rambu-rambu pengupahan,
dalam hukum positif mungkin dikenal dengan upah minimum sedangkan
dalam Islam secara praktis tidak menyebut sistem dan besaran upah yang
layak untuk diberikan, tetapi Islam memberi gambaran umum bagaimana
etika tata cara dalam sistem ekonomi khususnya memberi upah kepada
yang berhak. Islam lebih menekankan upah pada konsep moral, tidak
hanya sebatas materi tetapi menembus batas kehidupan yakni dimensi
akherat, yang disebut pahala.'” Rambu-rambu pengupahan dalam Islam
ada 2 yaitu adil dan layak, adil bermakna jelas dan transparan serta
proposional, sedangkan layak berarti cukup pangan, sandang, papan serta
sesuai dengan keadaan ekonomi saat itu.

Pada ayat al-Qur’an dijelaskan:

¥ Muhamad Darwis, “Upah Minimum Regional Perbandingan Hukum positif dan Hukum
Islam,” (Yogyakarta: Jurnal Hukum Islam, VVolume X1 No. 1), him.118.
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Ayat tersebut menjelaskan bila seseorang sepakat memperkerjakan
seorang untuk menyusukan bayinya kepada orang lain hendaklah
membayarkan upah yang layak dan patut. Bukan hanya pekerjaan
menyusui saja yang patut diberi upah layak tetapi juga pekerjaan lain juga
harus mendapat perhatian yang sama.

Dari penjelasan dalil di atas dapat dianalisis bahwa pekerja dan
pemberi pekerjaan sama-sama mempunyai hak dan kewajiban, seorang
pengusaha dilarang curang dalam pemberian upah karena menjadi
kebutuhan yang penting bagi pekerja/buruh dan hendaklah upah itu
dibayarkan sesuai dengan kebutuhan yang layak untuk kecukupan hidup
sehari-hari bagi para pekerja.

Upah termasuk dalam syari’at Islam yang pada pokoknya bertujuan
untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan akhirat. Kemaslahatan itu
akan terwujud dengan cara terpeliharanya kebutuhan yang bersifat
daruriyat, hajiyat, dan terealisasinya kebutuhan tahsiniyat bagi manusia

itu sendiri.’® Kebutuhan daruriyat yaitu segala hal yang yang menjadi

'8 Al-Bagarah (2): 233.

9 Alaiddin Koto, llmu Figh dan Ushul Figh, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009),
him. 122.
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eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka.
Kebutuhan Hajiyat adalah adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan
manusia untuk menghilangkan segala kesulitan dan menolak segala
halangan.Sedangkan kebutuhan Tahsiniyah yaitu tindakan atau sifat-sifat
yang pada prinsipnya berhubungan dengan al-Makarim al- Akhlag.*° Perlu
ditegaskan bahwa ketiga jenis kebutuhan manusia tersebut dalam
mencapai kesempurnaan syar’i maka sulit untuk dipisahkan satu sama lain.
Kebutuhan yang paling esensial adalah daruriyat maka untuk mencapai
kesempurnaanya diperluakan kedua aspek lainya, ketiga jenis kebutuhan
tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Dalam pola suatu masyarakat Islam, upah yang layak bukanlah
suatu konsesi, tetapi suatu hak asasi, yang dapat dipaksakan oleh seluruh
suatu kekuasaan negara.! Di semua negara Islam seluruh dunia, sangat
diperlukan ditegaskannya kembali cita-cita dinamik yang mengatur
undang-undang perburuhan, dan menerima prinsip hak-hak buruh yang
diakui dunia, hak untuk mogok, mendapat upah yang layak, jaminan

sosial, dan lainnya.

2 1pid., him. 122-125.

2! Muhammad Abdul Manan, Teori dan Praktek Dasar-Dasar Ekonomi Islam, alih bahasa
M. Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), him. 117.
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F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian
kepustakaan yaitu meneliti literatur dan data yang berhubungan dengan
objek yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti berupaya mengumpulkan
data mengenai standar kelayakan upah dalam hukum positif dan hukum
Islam.

2. Sifat penelitian
Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan penelitian yang
bersifat Deskriptif Komparatif, 2> dengan menggambarkan secara rinci serta
menguraikan dan membandingkan standar kelayakan upah buruh menurut
pandangan hukum positif dan hukum Islam.
3. Pengumpulan Data
a. Sumber Primer

Yaitu diperoleh dari sumber-sumber utama yang memuat segala
keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti: Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan,

PERMENAKERTRANS NO. 13 Tahun 2012 tentang Komponen

22 Deskriptif adalah bersifat menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal dengan apa
adanya, tidak dibuat-buat, dan sesuai dengan fenomena yang terjadi. Komparatif adalah
membandingkan secara sejajar persamaan dan perbedaan sesuatu hal, dalam hal ini yaitu
membandingkan upah minimum regional menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif.
Lihat: Achmad Maulana, kamus ilmiah, him. 65.
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Hidup Layak, PERMENAKERTRANS NO. 7 Tahun 2013 tentang
Upah Minimum. Pendapat Ulama, dan dalil- dalil dalam al-Qur’an dan
Hadis.
b. Sumber Sekunder
Diperolen dari sumber-sumber yang masih berkaitan dengan
penelitian ini seperti buku karya Moekijat “Administrasi Gaji dan
Upah”, buku karya Abdul Khakim “Aspek Hukum Pengupahan,” serta
literatur lain yang masih berkaitan dengan penelitian.
c. Sumber Tersier
Kamus dan ensiklopedia.
4. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan Yuridis normatif, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan
melihat bagaimana aturan dalam bentuk undang-undang dan peraturan
pemerintah serta dalil-dalil yang terdapat dalam teks al-Qur’an, Hadis dan
kaidah Ushul Figh, pendapat Ulama.
5. Analisis Data
Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif,
yang mengunakan pola berfikir induktif yaitu menganalisis data yang
bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, data
khusus yang dianalisis yaitu peraturan pemerintah RI tentang standar
kelayakan upah dan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan

penelitian, lalu dilihat pokok permasalahannya dari kedua hukum tersebut.
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Juga menggunakan metode komparatif, yaitu membandingkan antara
hukum Islam dan hukum positif sehingga terlihat di mana persamaan dan
perbedaan keduanya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mepermudah dalam pembahasan skripsi ini, maka perlu dibuat
sistematika pembahasan, sebagai berikut:

Bab Pertama, pendahuluan, bab ini mencakup latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka,
kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tentang gambaran umum upah dalam hukum
positif dan hukum islam, yang mencakup pengertian, dasar atau landasannya,
syarat dan prinsip, jenis upah, mekanisme penetapan, serta hak dan kewajiban
pekerja atau pengusaha.

Bab ketiga, berisi tentang data dalam hukum positif dan hukum Islam,
yang memuat tentang konsep upah yang layak, tingkatan upah, dasar
penentuan upah, komponen hidup layak, karakteristik upah yang baik, bentuk
perlindungan upah.

Bab Keempat adalah inti dari penelitian yang berisi analisis
perbandingan standar kelayakan upah buruh yang meliputi penjelasan tentang
standar upah yang layak dalam hukum positif dan hukum tersebut. Dilihat
berdasarkan nominal, bentuk, dan waktu pembayaran.

Bab Kelima, berisi penutup, uraian ringkas dari penjabaran di atas

yang diakhiri dengan kesimpulan yang memuat persamaan dan perbedaan,
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dan diharapkan telah menjawab persoalan yang diangkat, selain itu juga berisi

saran-saran, bibliografi dan lampiran-lampiran.



A.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1.

Upah layak itu seharusnya upah yang mampu mencukupi atau menebus
komponen hidup layak, seperti pakaian, pangan, perumahan, kesehatan,
transportasi, rekreasi dan tabungan. Komponen tersebut harus ada agar
seorang pekerja/buruh bisa dikategorikan hidup layak. Adapun
penjelasan tentang besaran nominal kelayakan upah dalam hukum
positif berlandasan pada upah minimum provinsi, sebagai acuan dasar
seorang pengusaha dalam menentukan jumlah upah yang akan
diberikan. Konsep upah minimum ini dibuat dalam rangka:
a. Melindungi upah agar tidak merosot pada tingkat yang tidak
dikehendaki pekerja/buruh.
b. Mewujudkan penghasilan yang dapat memenuhi penghidupan yang
layak
Upah minimum ini adalah perwujudan dari konsep upah yang
dianggap layak oleh pemerintah, dan sebagai batas ukuran upah. Bila
upah jatuh di bawah upah minimum, maka upah tersebut dikatakan
tidak layak, karena tidak dapat memenuhi komponen hidup layak

pekerja/buruh. Sedangkan ukuran hidup layak dalam hukum positf

114
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terdiri dari 7 kelompok dan 60 komponen, sebagaimana yang telah
dijelaskan pada bab sebelumnya.

Dalam sistem ekonomi Islam, secara umum upah mempunyai dua
dimensi, yaitu dimensi dunia dan akhirat, yang menyangkut dengan
moral manusia. Pengupahan harus dilandasi oleh sumber-sumber yang
sesuai dari al-Qur’an dan hadis serta pendapat ulama, sebagi acuan
utama mekanisme pengupahan. Dalam Islam upah yang layak
bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi minimal
kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta tidak jauh dari pasaran.
Kelayakan upah bukan sekedar dilihat berdasarkan nominalnya saja,
akan tetapi ada hal lain yang tidak kalah penting seperti ketepatan
dalam membayar upah, serta nilai upah itu sendiri yang mencakup
bentuk dan manfaatnya bagi pekerja/buruh. Kelayakan upah itu dapat
mencakup:

a. Nilai Upah

Nilai upah berhubungan dengan besaran upah yang diterima,
dapat mencukupi kebutuhan pokok seperti, sandang, pangan,
papan, kesehatan dan pendidikan.Serta nilai upah yang diberikan

itu sesuai dengan pasaran.

b. Bentuk Upah

Bentuk upah dalam Islam tidak harus berwujud uang, namun

bisa berupa barang atau jasa, asalkan sesuai dengan kesepakatan.
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Karena upah yang layak bukan sekedar dilihat dari jumlah uang
yang besar, akan tetapi lebih baik melihat kepada kebutuhan yang

sedang diperlukan pekerja/buruh.

c. Waktu pembayaran

Pembayaran upah harus segera dilakukan setelah pekerjaannya
selesai.Karena dengan ketepatan pembayaran para pekerja/buruh
dapat memenuhi kebutuhan yang sedang mendesak dan melakukan

perencanaan.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa standar upah yang layak
dalam hukum positif yaitu tercukupinya kebutuhan pokok buruh agar
dapat menikmati hidup dengan layak. maka dibuat aturan tentang
batasan minimal dalam pemberian upah, sehingga komponen hidup
layak yang ditetapkan pemerintah dapat ditebus. Sedngkan dalam
hukum Islam standar upah yang layak dapat diukur oleh beberapa hal,
seperti nilai, waktu, dan bentuk. Adil dan layak adalah rambu-rambu
pengupahan yang utama, sehingga tujuan syari’at Islam dapat terpenuhi,
yaitu terpeliharanya kebutuhan daruriyat dan tercapainya kebutuhan
hajjiyat.

Tentang persamaan dan perbedaan standar upah yang layak dalam
hukum positif dan hukum Islam, adalah sebagai berikut:
a. Ukuran upah yang layak didasarkan pada kebutuhan pokok

pekerja/buruh.
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b. Standar upah yang layak mempunyai tujuan agar kesejahteraan para
pekerja/buruh dapat terjamin.

c. Standar upah yang layak harus dapat menebus kebutuhan-kebutuhan
pokok.

d. Standar upah yang layak bukan sekedar menjamin pekerja/buruh itu
seorang, tetapi juga keluarganya, jika ia sudah mempunyai keluarga.
Sedangkan perbedaan standar upah yang layak dalam hukum positif

dan hukum Islam, adalah sebagai berikut:

a. Upah yang layak dalam hukum positif itu sebagian besar adalah
harus berwujud uang, hanya sebagian kecil upah bisa berbentuk
selain uang, sesuai dengan perjanjian kerja. Sedangkan dalam
hukum Islam bentuk upah tidak selalu berwujud uang, upah itu bisa
berbentuk apa saja, bisa makanan, pakaian, jasa dan lain
sebagainya, sesuai dengan akad atau perjanjian.

b. Waktu pembayaran upah dalam hukum positif bisa ditunda atau
ditangguhkan dengan alasan tertentu, seperti perusahaan terancam
bangkrut. Dalam hukum Islam pengguhan pembayaran upah itu
dapat mengurangi nilai kelayakan, karena dengan upah ditunda
pembayarannya pekerja/buruh tidak dapat memenuhi kebutuhannya
dan mengacaukan perencanaan yang telah dibuat.

¢c. Nominal upah yang layak dalam hokum positif adalah dengan
melihat upah minimum provinsi. Peraturan tersebut merupakan

standar minimal dalam menentukan upah. Sedangkan dalam hokum
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Islam tidak menyebutkan secara praktis berapakah jumlah upah
yang layak itu. Islam hanya member rambu-rambu dalam

menentukan upah berdasarkan nilai upah itu sendiri.

B. Saran-Saran

1. Upah minimum sebagai batas ukuran upah layak hendaknya tidak
dibarengi dengan aturan diperbolehkannya penangguhan upah, ini
sungguh bertentangan dengan peraturan yang lain. Aneh jika upah sudah
minimum dan bisa ditangguhkan yang akan mengurangi nilai kelayakan.

2. Rambu-rambu pengupahan dalam Islam merupakan idiologi yang sangat
ideal untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkekeluargaan.
Khusunya dalam bidang pengupahan akan membentuk sistem
pengupahan yang merata, sehingga kapitalisme akan terminimalisir.

3. Komponen hidup layak baik dalam hukum positif maupun hukum Islam,
agar selalu ditinjau ulang dengan menyesuaikan perkembangan zaman.
Ekonomi dunia yang terus meningkat akan berdampak pada pada taraf
hidup manusia, sehingga bila tidak ada adaptasi, kesejahteraan para
pekerja/buruh akan terabaikan.

4. Menjadi tanggung jawab Negara dan masyarakat Islam untuk
memperhatikan upah dan mengkorelasikannya dengan harga-harga serta

kebutuhan-kebutuhan penting untuk menyambung hidup.
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LAMPIRAN I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

Bab

Halaman

Foot Note

Terjemahan

5

8

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu
bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan
janganlah kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka
(isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil,
Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya
hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka
menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka
berikanlah  kepada mereka upahnya, dan
musyawarahkanlah di antara kamu (segala
sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui
kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan
(anak itu) untuknya.”

“Rosulullah saw bersabda: “Berikanlah upah
pekerja sebelum keringatnya kering.”

13

18

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya
selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin
menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah
memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu
dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani
melainkan  menurut kadar kesanggupannya.
janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan
karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya,
dan warispun berkewajiban demikian. apabila
keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun)
dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan,
Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu
ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan
pembayaran menurut yang patut. bertakwalah
kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah
Maha melihat apa yang kamu kerjakan”

37

29

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya
selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin
menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah
memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu
dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani
melainkan  menurut kadar kesanggupannya.
janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan
karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya,
dan warispun berkewajiban demikian. apabila
keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun)




dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan,
Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu
ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan
pembayaran menurut yang patut. bertakwalah
kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah
Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

37

30

“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut
apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah
mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-
pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”.

37

31

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada
memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”

38

32

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu
bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan
janganlah kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka
(isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil,
Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya
hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka
menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka
berikanlah  kepada mereka upahnya, dan
musyawarahkanlah di antara kamu (segala
sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui
kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan
(anak itu) untuknya.”

38

33

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya
kering.”

39

34

“Rosulullah saw bersabda: “Mereka (budak atau
pembantumu) adalah saudara-saudara kalian.
Allah telah menempatkan mereka dibawah
kekuasaanmu, berilah makanan seperti yang
engkau makan, berpakaian seperti pakaiaanmu,
dan jangan kalian bebani dengan pekerjaan yang
tidak mampu mengerjakannya, jika engkau
menyuruh kerja berat, maka bantulah dia.”

10

39

35

“Agar Allah akan menutupi (mengampuni) bagi
mereka perbuatan yang paling buruk yang mereka
kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang
lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

11

40

36

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya
bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja
(pada kita), karena Sesungguhnya orang yang
paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada
kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

“Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku




bermaksud menikahkan kamu dengan salah
seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa
kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika
kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah
(suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak
hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah
akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang
baik".

12

44

42

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu
Jadi orang-orang yang selalu menegakkan
(kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan
adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu
terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk
Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu
lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada
Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa
yang kamu kerjakan.”

13

45

44

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada
hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di
muka bumi dengan membuat kerusakan;”

14

77

31

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya
selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin
menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah
memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu
dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani
melainkan  menurut kadar kesanggupannya.
janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan
karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya,
dan warispun berkewajiban demikian. apabila
keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun)
dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan,
Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu
ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan
pembayaran menurut yang patut. bertakwalah
kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah
Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

15

81

38

“Dan bahwasannya seorang manusia tiada
memperoleh selain apa yang telah
diusahakannya.”

16

83

42

“dan bagi masing-masing mereka derajat menurut
apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah
mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-
pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.”

17

85

48

“Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi
keperluan-keperluan hidup, dan (kami




menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu
sekali-kali bukan pemberi rezki kepadanya.”

18

87

51

“Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah
menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup
auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan
pakaian takwa, Itulah yang paling baik. yang
demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda
kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu
ingat.”

19

93

63

“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut
apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah
mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-
pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.”

20

96

68

“Rosulullah saw bersabda: “Mereka (budak atau
pembantumu) adalah saudara-saudara kalian.
Allah telah menempatkan mereka dibawah
kekuasaanmu, berilah makanan seperti yang
engkau makan, berpakaian seperti pakaiaanmu,
dan jangan kalian bebani dengan pekerjaan yang
tidak mampu mengerjakannya, jika engkau
menyuruh kerja berat, maka bantulah dia.”

21

92

67

tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu
bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan
janganlah kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka
(isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil,
Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya
hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka
menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka
berikanlah  kepada mereka upahnya, dan
musyawarahkanlah di antara kamu (segala
sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui
kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan
(anak itu) untuknya.”

22

97

71

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya
kering.”

102

“Agar Allah akan menutupi (mengampuni) bagi
mereka perbuatan yang paling buruk yang mereka
kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang
lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

23

103

“Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di
dalamnya dan tidak akan telanjang,”

“Dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa
dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas
matahari di dalamnya.”

24

103

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu

v




bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan
janganlah kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka
(isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil,
Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya
hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka
menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka
berikanlah  kepada mereka upahnya, dan
musyawarahkanlah di antara kamu (segala
sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui
kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan
(anak itu) untuknya.”

25 109 15 “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya
kering.”
26 112 20 “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya

bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja
(pada kita), karena Sesungguhnya orang yang
paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada
kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."
“Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku
bermaksud menikahkan kamu dengan salah
seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa
kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika
kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah
(suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak
hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah
akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang
baik.”
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MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Menimbang:

Mengingat:

NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
UPAH MINIMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK

a.

INDONESIA

bahwa untuk melindungi upah pekerja/buruh agar tidak
merosot pada tingkat yang paling rendah sebagai akibat
ketidak seimbangan pasar kerja, perlu memperhatikan
produktivitas dan pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan
keberlangsungan usaha dan peningkakatan kesejahteraan
pekerja/buruh.

bahwa bedasarkan pertimbangan sbegaimana yang
dimaksud huruf a, perlu diatur upah minimum provinsi atau
kabupaten/kota, dan upah minimum pada perusahaan
industry padat karya tertentu.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan
menteri:

Undang-Undang nomor 3 Tahun 1951 tentang pernyataan
berlkunya undang-undang pengawasan perubahan tahun
1948 nomor 23 dari republic Indonesia untuk seluruh
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1951 Nomor 4)

Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 39,
Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4279)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan (Lembaran Negara Republik
Indoensia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintahn Nomor 38 Tahun 2007 tentang
pembagian urusan pemerintah antara  pemerintah,
pemerintah  daerah  provinsi, pemerintah  daerah
kabupaten/kota (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007

Vi



Menetapkan:

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737).

. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang

Dewan Pengupahan.

. keputusan presiden Nomor 84/p Tahun 2009.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI TENTANG UPAH MINIMUM.

Vil



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

11.

Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok
termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring
pengaman.

Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah upah

minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di suatu provinsi.

Upah Minimum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat menjadi UMK

adalah upah minimum kabupaten/kota.

Upah Minimum Sektoral Provinsi yang selanjutnya disingkat UMSP adalah

upah minimum yang berlaku secara sektoral disuatu provinsi.

Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat

UMSK adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral disuatu

kabupaten/kota.

Sektoral adalah kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut

klasifikasi baku lapangan usaha Indoneia (KLBI).

Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau

imbalan dalam bentuk lain.

Pengusaha adalah:

a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan
suatu perusahaan milik sendiri.

b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri
sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.

c. Orang perseorangan, perksekutuan, atau badan hokum yang berada di
Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Perusahaan adalah:

a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hokum atau tidak, milik orang
perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hokum, baik milik
swasta atau milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan
membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan
mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam
bentuk lain.

Perusahaan industry padat karya tertentu adalah perusahaan yang memenuhi

kriteria industry padat karya sebagaimana diatur oleh menteri perindustrian.

Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigerasi.

Pasal 2

Vil



Upah Minimum terdiri atas:
a. UMP atau UMK;
b. UMSP atau UMSK

BAB Il
DASAR DAN WEWENANG PENETAPAN UPAH MINIMUM

Pasal 3

(1) Penetapan upah minimum didasarkan atas kebutuhan hidup layak (KHL)
dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

(2) Upah Minimum sebagai mana dimaksdukan pada ayat (1) diarahkan pada
pencapaian KHL.

(3) Pencapaian KHL sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan perbandingan
besarnya Upah Minimum terhadap nilai KHL pada priode yang sama.

(4) Untuk pencapaian KHL sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2),
gubernur menetapkan tahapan pencapaian KHL, dalam bentuk peta jalan
pencapaian KHL bagi industri padat karya tertentu dan bagi perusahaan
lainnya dengan mempertimbangkan kemampuan dunia usaha.

Pasal 4

Peta jalan pencapaian KHL sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) disusun

dengan langkah-langkah sebagai betikut:

a.  Menentukan tahun pencapaian upah minimum sama dengan KHL

b.  Memprediksi nilai KHL sampai akhir tahun pencapaian

c.  Memprediksi besaran nilai upah minimum setiap tahun

d.  Menetapkan prosentase pencapain KHL dengan membandingkan prediksi
besaran upah minimum dengan prediksi nilai KHL setiap tahun

Pasal 5
Dalam hal kondisi perekonomian pada tahun tertentu mengakibatkan pencapaian
KHL sebagimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) tidak dapat terpenuhi, gubernur
dapat menyesuaikan tahapan pencapaian KHL.

Pasal 6
(1) Gubernur menetapkan UMP
(2) UMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diumumkan oleh

masing-masing gubernur secara terentak setiap tanggal 1 November.

Pasal 7



1)

(2)

3)

1)

(@)

Selain UMP sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, gubernur dapat
menetapkan UMK atas rekomendasi dewan pengupahan Provinsi dan
rekomendasi bupati/walikota.

UMK sebagimana dimaksud dalam pasal ayat (1) ditetapkan dan
diumumkan oleh gubernur selambat-lambatnya tanggal 21 November
setelah penetapan UMP.

Besaran UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari UMP.

Pasal 8

Upah Minimum yang ditetapkan oleh gubernur sebagaimana dimaksud
dalam pasal 6 dan pasal 7 berlaku terhitung mulai tanggal 1 januari tahun
berikutnya.

Peninjauan besaran upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan satu tahun sekali.

Pasal 9

Bagi daerah yang Upah Minimumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf
a masih berada di bawah nilai KHL, besarnya Upah Minimum yang berlaku bagi
industri padat karya tertentu dan upah minimum yang berlaku bagi perusahaan
lainya mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4).

(1)

@)

1)

(2)
3)

Pasal 10

Bagi daerah yang upah minimumnya sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a
diatas KHL dan nilai KHL untuk tahun berikutnya lebih besar dari upah
minimum tahun sebelumnya, gubernur menetapkan upah minimum untuk
tahun berikutnya mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
ayat (4).

Bagi daerah yang upah minimumnya sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a
diatas KHL dan nilai KHL untuk tahun berikutnya lebih besar dari upah
minimum tahun sebelumnya, gubernur menetapkan upah minimum untuk
tahun berikutnya harus didasarkan atas rekomendasi dewan pengupahan.

Pasal 11

Selain Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a,
gubernur dapat menetapkan UMSP dan atau UMSK atas kesepakatan
organisasi perusahaan dan serikat pekerja/buruh disektor yang bersangkutan.
UMSP dan/atau UMSK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belaku sejak
ditetapkan gubernur.

Besaran UMSP dan/atau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sebagai berikut:

a. UMSP tidak boleh rendah dari UMP

b. UMSK tidak boleh rendah dari UMK.



1)
@)
3)

(4)

(1)
(@)

(1)
(@)

BAB Il
TATA CARA PENETAPAN UPAH MINIMUM

Pasal 12

Gubernur dalam menetapkan UMP memperhatikan rekomendasi dewan
pengupahan provinsi.

Gubernur dalam menetapkan UMK memperhatikan rekomendasi dewan
pengupahan provinsi dan rekomendasi bupati/walikota.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
disampaikan oleh dewan pengupahan provinsi dan/atau bupati/walikota,
melalui satuan kerja perangkat daerah provinsi yang bertanggung jawab
dibidang ketenagakerjaan.

Rekomendasi bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berdasarkan saran dan pertimbangan dewan pengupahan kabupaten/kota
apabila tidak terbentuk.

BAB IV
PELAKSANAAN PENETAPAN UPAH MINIMUM

Pasal 15

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang
relah ditetapkan.

Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa
kerja kurang dari satu tahun.

Pasal 16

Upah minimum wajib dibayarkan bulanan kepada pekerja/buruh.
Berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Upah
minimum dapat dibayarkan mingguan atau 2 mingguan dengan ketentuan
upah minimum pada upah bulanan.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 20

Pengawasan pelaksanaan Upah Minimum sebagaimana diatur dalam peraturan
menteri dilakukan oleh pegawai ketenagakerjaan.

BAB VI

Xl



KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Pada saat peraturan menteri ini mulai berlkau, peraturan menteri tenaga kerja
Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana diubah dengan
keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Nomor KEP.226/MEN/200
tentang perubahan pasal 1, pasal 3, pasal 4, pasal 8, pasal 11, pasal 20, dan pasal
21 peraturan menteri tenaga kerja dan transmigerasi Nomor-01/MEN/1999
tentang Upah Minimum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan menteri
ini dengan penempatannya dalam berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 oktober 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
ttd.

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si
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tahun. Jasadnya dimakamkan di al-Auza'i di Beirut.

. Muhammad Abdul Manan

Muhammad Abdul Mannan lahir di Bangladesh tahun 1938. Pada tahun 1960,
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gelar doktor, Mannan mengajar di Papua Nugini. Pada tahun 1978, ia ditunjuk
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